
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1126/KPTS/M/2018 

TENTANG

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK KREDIT/ PEMBIAYAAN 

PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI TAHUN 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan 

dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang

Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, untuk batasan 

harga jual rumah sejahtera tapak dan satuan rumah 

sejahtera susun, telah ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan 

Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual 

Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera 

Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka 

Perumahan;

b. bahwa ketentuan mengenai batasan harga jual rumah 

tapak sejahtera dalam Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

552/KPTS/M/2016 berlaku sampai dengan Tahun 2018,
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sehingga perlu ada penetapan batasan harga jual rumah 

sejahtera tapak untuk Tahun 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera 

Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi 

Tahun 2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekeijaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang

Peru bah an Atas Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang

Organisasi dan Tata Keija Kementerian Pekeijaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan 

dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang 

Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);

5. Keputusan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan 

Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan 

Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah 

Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang 

Muka Perumahan;

M EM UTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATASAN HARGA JUAL 

RUMAH SEJAHTERA TAPAK KREDIT / PEMBIAYAAN

PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI TAHUN 2019.

: Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak 

kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk tahun 

2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

ini.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 

2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 1126 /KPTS/M/2018 

TENTANG

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK 

KREDIT / PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH

BERSUBSIDI TAHUN 2019

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK PALING TINGGI

No. Wilayah

Harga Jual Paling 

Tinggi 

(Rp)

1 . Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi)
130.000.000

2. Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka 

Belitung)
130.000.000

3. Kalimantan 142.000.000

4. Sulawesi 136.000.000

5. Maluku dan Maluku Utara 148.500.000

6. Bali dan Nusa Tenggara 148.500.000

7. Papua dan Papua Barat 205.000.000

8. Kep. Riau dan Bangka Belitung 136.000.000

9. Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi)
148.500.000


